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PUTUSAN
Nomor 361/Pdt.G/2022/MS.Lsm

S\ T 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syariiyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan

putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nik, 1173016008910002, tempat dan tanggal lahir, Kandang, 20
Agustus 1991, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXX  XXXXXX, tempat tinggal di KOTA LHOKSEUMAWE,
sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Nik, 1117040702870002, tempat dan tanggal lahir, Sp. Balik, 07
Februari 1987, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
XXXXX XXXXXX XXXXX, tempat tinggal di KOTA LHOKSEUMAWE, sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di

persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember

2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,

dengan Register Nomor 361/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 01 Desember
2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang

menikah pada hari Kamis tanggal 15 September 2011, sesuai dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/10/1X/2011 tertanggal 20 September 2011,
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yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara

Dua, XXXX XXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal
di rumah pemberian orang tua Penggugat di Gampong Blang Crum,

XXXXXXXXX XXXXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXX, Sampai dengan sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul

layaknya suami istri;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
4.1 Muhammad Najmu Tsaqib, jenis kelamin laki-laki, lahir di
Lhokseumawe, tanggal 01 Januari 2013;
4.2 Muhammad Alvasyani, jenis kelamin laki-laki, lahir di
Lhokseumawe, tanggal 24 April 2015;
4.3 Yusuf Kardawi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Aceh Utara, tanggal
31 Januari 2019;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 10 (sepuluh)
tahun, karena sejak bulan November tahun 2021 kehidupan rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi,
antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun,
harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

6.1 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

6.2 Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

6.3 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

6.4 Tergugat selingkuh dan sudah menikah dengan perempuan lain;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5 Tergugat sudah pernah mengucapkan talak 3 (tiga) kepada

Penggugat;

6.6 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan

November tahun 2021,
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan November tahun 2021
Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, karena sudah tidak ada
lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, sekarang sudah
berjalan lebih kurang selama 1 (satu) tahun, dan sejak saat itu antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling
tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-
nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian oleh
pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak

berhasil;

9. Bahwa terhitung sejak bulan November tahun 2021 hingga sekarang
yang sudah berjalan 1 (satu) tahun Tergugat sudah tidak pernah lagi
memberikan Penggugat nahkah lahir, oleh karena itu Tergugat
berkewajiban untuk membayar biaya nafkah lddah sejumlah Rp.5.000.000,-
(lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa 2 manyam emas;

10. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian,
saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak
berubah;

11. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud
dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena
perceraian;
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12. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan
bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari

Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang
timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak
Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah
pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna
memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:
Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (PENGGUGAT) kepada
Penggugat (TERGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah:
3.1 Iddah Sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3.2 Mut'ah berupa 2 (dua) manyam emas
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
Subsidair:
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar’'iyah Lhokseumawe berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim
telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun
kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk
keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator
yaitu Wafa’, S.HI., MH (Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe), namun
usaha perdamaian dan mediasi tersebut berhasil sebagian, maka Majelis
Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang
tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah
memberikan jawaban pada persidangan tanggal 05 Desember 2022, yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat, tanggal tanggal 15
September 2011, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua, Xxxx
XXXXXXXXXXX

- Bahwa benar setelah menikah kami tinggal di rumah orangtua
Penggugat di Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota
Lhokseumawe;

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul layaknya suami isteri;

- Bahwa benar,dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah
mempunyai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa poin 5 benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun
dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa poin 6.1 tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada
Penggugat;

- Bahwa poin 6.2 juga tidak benar Tergugat sering marah-marah kepada
Penggugat;

- Bahwa poin 6.3 tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat
selaku istri;

- Bahwa poin 6.4 benar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan
lain bernama Erna, akan tetapi hanya 1 (satu) bulan, kemudian Tergugat telah
menceraikan perempuan tersebut dan saat ini Tergugat sendiri;

- Bahwa poin 6.5 benar, akan tetapi Tergugat sangat menyesal, hal
tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat sedang kesal/emosi;

- Bahwa poin 6.6 benar, karena antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah sehingga Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

- Bahwa yang penyebab lain sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering marah-marah
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kepada Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah untuk
Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan
November 2021 sampai sekarang;

- Bahwa benar,Pernah didamaikan dari pihak keluarga namun tidak
berhasil;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat
masih mencintai Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa tentang tuntutan Penggugat terhadap Tergugat telah terjadi
kesepakatan damai dalam mediasi yaitu nafkah Iddah sejumlah Rp.
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa emas seberat 2

(dua) mayam;

Bahwa atas Jawaban Tergugat a quo, Penggugat mengajukan repliknya
pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan Penggugat
menerima kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi

mengenai nafkah lddah dan Mut’ah;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;
Bahwa Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi

di persidangan;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat di
persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173016008910002 atas nama
Nurkhadijah tanggal 07-03-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Xxxxx
XXXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, serta
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1;

- Fotokopi  Kartu Keluarga NIK 1173012004160002 atas nama Ahmad
Fuadi tanggal 20-03-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx
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XXXXXXXXXXX . Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, serta
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/10/1X/2011 tanggal 15-09-
2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Dua XXxX
XXXXXXXXXXX . Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah dimeterai dan
telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

- Asli Surat Keterangan Pernah Di Damaikan Nomor: 41/BC/X1/2022.
Tanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang
Crum Kecamatan Muara Dua xxxx XXXxxxxxxxX. Telah dimeterai dan telah

dinazagelen. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
B. Bukti Saksi:

1. Birrul Walidaini bin Muchtar Ali, lahir 30-1-1983, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di  Blang Crum  xxxx
XXXXXXXXXXX Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena bertetangga
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Gampong
Blang Crum, XXXXXXXXX XXXXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXX, sampai dengan
sekarang’;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah
mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun dan
damai selama lebih kurang 10 tahun, tetapi sejak bulan November tahun
2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah
goyah dan tidak harmonis lagi,;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab, tentang
nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, serta
tergugat telah mengucapkan talak 3 kepada penggugat.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak November
2021, saksi ketahui dari laporan Penggugat pada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan 1 kali
tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;
2. M. Bagir bin M Thayib, lahir 27-7-1976, agama Islam, Pendidikan SMA,
pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Gampong Blang Crum, XXXX XXXXXXXXXXX Di
bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena warga saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Gampong
Blang Crum, XXXXXXXXX XXXXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXX, sampai dengan
sekarang’;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3
orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun dan
damai selama lebih kurang 10 tahun, tetapi sejak November tahun 2021
kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah
dan tidak harmonis lagi,;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab tentang
nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, serta
tergugat telah mengucapkan talak 3 kepada penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak November
2021, saksi ketahui dari laporan Penggugat pada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan 1 kali
tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan

dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak
mengajukan bukti apapun dipersidangan baik bukti surat dan bukti saksi;
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Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan
akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon

dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa
Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat
dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan
ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian,
maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan
mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor
179/10/1X/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Muara Dua, XXXX XXXXXXXXXXX, tanggal 20 September 2011, sebagaimana bukti
P.3, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam
perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis
Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang
beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan
gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan
Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Perma Nomor 1
tahun 2016, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang
berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh
mediator  maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama
persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut berhasil sebagian yaitu tentang
nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan
Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) mayam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah
mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
sejak bulan November 2021 yang lalu sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-
kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada
Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat
selingkuh dan sudah menikah dengan perempuan lain, Tergugat sudah pernah
mengucapkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan
nafkah lahir dan batin sejak bulan November tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang disampaikan Tergugat,
yang pada pokoknya menunjukkan Tergugat membenarkan sebagian dan
membantah sebagian lainnya dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat

menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya pada pokoknya Penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya dan dalam Dupliknya yang pada pokoknya
Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk
meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis
Hakim membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan
Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta
2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4
yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut
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merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan
setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti
tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan
Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah,
oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan
dalam perkara ini (persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan pasal 2
ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah
memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut
tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar
keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan
keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat
diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut,
untuk membuktikan dalil gugatan perceraiannya dengan Tergugat, Penggugat
telah menghadirkan saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka
menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi
syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk
dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan

saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan
kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan
pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan
lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang
bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah

memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk
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membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan

dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu
identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap
orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke
permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan

pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut,
meskipun tidak semua saksi melihat dan/atau mendengar secara langsung
perselisihan dan/atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan
Tergugat, tetapi telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif
dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara
Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup
berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan
keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah hidup masing-masing
dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah 1 (satu) tahun
lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya

ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Tergugat terhadap bantahan dalil jawaban Tergugat, dalam
hal ini Tergugat tidak menghadirkan saksi, sehingga dengan demikian Majelis
Hakim berpendapat terhadap dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan
dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang dihadirkan
Penggugat, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan/atau
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berketerusan dengan
pisah rumah dalam tempo waktu yang relatif telah cukup lama, paling tidak
sudah 1 (satu) tahun sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berpijak pertimbangan tersebut, maka berdasarkan
keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi

di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
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1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi akibat perselisihan/pertengkaran yang terjadi di

antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat berbeda
versi (claim) mengenai penyebab terjadinya perselisihan/pertengkaran

tersebut;

3. Bahwa pada prinsipnya perselisihan/pertengkaran
tersebut terjadi dikarenakan sifat atau sikap atau tindakan satu sama lain
yang kurang berkenan di hati pihak lainnya (Penggugat atau Tergugat);

4, Bahwa frekuensi perselisihan-pertengkaran dan
ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat terus berkelanjutan dan
telah mencapai puncaknya dimana antara Penggugat dan Tergugat relatif

telah lama pisah rumah sampai sekarang;

5. Bahwa upaya damai ataupun berupa penasehatan

dari beberapa pihak sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam kurun waktu yang relatif
lama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang
baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan
sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka
bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada
ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu jauh perbedaan
sikapnya, yang satu keras ingin cerai sedang yang lain dengan berat hati
menerimanya, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan
mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka perkawinan
yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan
minimal bagi satu belah pihak, meskipun usia perkawinannya masih “muda”;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah

gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
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baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi,
merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan di antara
keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah
rusaknya hubungan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat serta
ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah

dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika
kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat
lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa,
karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak
dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang
bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-
Tholaq, Juz |, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan

menjadikan statement ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila
rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan
menimbulkan kemudaratan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena
apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atau
retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik
layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit
untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak masih menyimpan keinginan
perkawinannya tetap utuh. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap
dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinanya putus/berakhir,
akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut
terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan
Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan; Dalam hal ini Majelis Hakim
berpegang kepada kaidah figh yang berbunyi:

alaall cl> e plio swlaall 1)
“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka)
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lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan
pertimbangan untuk menghindari kemudaratan daripada mengambilnya
dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah pecah dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus di antara keduanya dan pecahnya rumah tangga tersebut
telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis
telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian
sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat
diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman
Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga terreduksi dalam Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu

terciptanya rumah tangga yang yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmabh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih pendapat ahli figh dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin,
halaman 223 yang berbunyi:

Cailb Guolall ande gl lg>g i) azg i)l ant, pas il 3]

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap
suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan
mengambil alih pendapat ahli figh yang tertuang dalam Kitab Figh al-Sunah,
Juz Il halaman 291 yang berbunyi: “Bagi seorang isteri boleh mengajukan
perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in,
apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan
antara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
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di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum
angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat
dikabulkan. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah
iddah dan mut'ah telah terjadi kesepakatan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu
Iddah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah
berupa emas seberat 2 (dua) mayam dan diberikan kepada Penggugat
sebelum Tergugat mengambil akta cerai, maka oleh Majelis Hakim tidak perlu
mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan-ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa
Iddah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah
berupa emas seberat 2 (dua) mayam, yang harus diberikan kepada
Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal 09
Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444
Hijriyah, oleh kami Amrin Salim, S. Ag., MA sebagai Ketua Majelis, Drs. H.
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Ahmad Luthfi dan Drs. Ramli, M.H masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada
hari ini Selasa, tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17
Jumadil Akhir 1444 oleh Ketua Majelis tersebut dengan  didampingi oleh
Hakim Anggota dan  dibantu oleh  Surya Darma, S. Ag., MH sebagai
Panitera serta dihadiri  oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Amrin Salim, S. Ag., MA

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi Drs. Ramli, MH

Panitera

Surya Darma, S. Ag., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP PT ; Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
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6. Biaya Materai : Rp. 10.000.-
Jumlah : Rp. 340.000,-
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
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